
BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 

NOMOR 18 TAHUN 2015 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 129 
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Tahun 2016; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

5. Peraturan 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah 
dirubah dengan Peraturan. Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 
Nomor 2 Seri E sebagaimana yang telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3); 

13. Peraturan 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2011 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2012 Nomor 1 Seri E). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar 
4. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang 

selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perecanaan 
pembangunan nasional untuk 5 (lima) tahun. 

5. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

7. Rencana keija SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah 
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
penggunan anggaran/barang. 

9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat KU adalah dokumen yang memuat kebijakan 
bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

1 0 . Rencana 



10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakan APBD. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah 
untuk mencapai tujuan. 

13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalarn bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan misi SKPD. 

Pasal 2 

( 1) RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai 
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. 

; (2) RKPD Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada RPJMD, 
RPJMD Provinsi dan RPJMN. 

' (3) RKPD tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
digunakan sebagai pedoman bagi : 
a. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2016; 
b. penyusunan rancangan KU Tahun 2016; 
c. penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara APBD Tahun 2016; dan 
d. penyusunan rancangan APBD Tahun 2016. 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) 
disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
Bab I : Pendahuluan 
Bab II : Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan 
Bab III : Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan 

keuangan daerah 
Bab IV : Prioritas dan sasaran pembangunan daerah 
Bab V : Rencana program dan kegiatan prioritas daerah 
Bab VI : Penutup 

(2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan bupati ini 

Pasal 4 



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
pada tanggal 18 Mei 2015 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd 

M. SHADIQ PASADIGOE 

Diundangkan di Batusangkar 
Pada tanggal 18 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR 

ttd 

HARDIMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 18 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 
r • Ke klukum dan HAM 

ah Datar 

i,SH,SSos 
a / IV.a 
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